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IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Judul Penelitian : Kesiapan Pemerintahan Desa Mekarbuana Karawang Dalam Penerapan “smart
Geovernment” dengan memanfaatkan Teknologi Opensource.

Tim Peneliti
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c. Tingkat Kesiapan/Kematangan Pemerintah Desa beserta perangkatnya untuk
mengadopsi “Smart Government”.

Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada
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proses adopsi dan proses implementasi Smart Government yang merupakan bagian dari
Smart Village akan menjadi lebih baik dan optimal.

Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama jurnal ilmiah internasional bereputasi
atau nasional terakreditasi dan tahun rencana publikasi) : Jurnal of Innovation Information
Technology and Application (JINITA) tahun 2020.
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RINGKASAN

Meningkatnya arus urbanisasi ini, salah satu alasan utamanya adalah karena desa dinilai tidak
memberi sumber kehidupan yang layak, sehingga penduduk memutuskan untuk mengadu nasib ke
kota. Membangun Indonesia dari pinggiran merupakan prioritas utama pemerintah sampai saat ini.
Langkah itu untuk memangkas kempangan antara desa dengan kota. Sejak pertama kali UU Desa
diimplementasikan, berbagai perubahan sosial dan politik terjadi di desa. Pertumbuhan ekonomi desa
meningkat mencapai 12% pada tahun 2016, melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5%.
Jumlah desa ternggal mengalami penurunan dari 45% menjadi 32% dari total seluruh desa. Sementara
desa yang mengalami perkembangan meningkat, dari 30% menuju 45%. Untuk mempercepat layanan
pemerintah desa dalam melayani masyarakat maka digunakanlah teknologi “Smart Government”
yang merupakan bagian dari teknologi “Smart Village”. Permasalahan yang ada dalam
pengimplementasian Smart Government dalam rangka pemanfaatan Teknologi Smart Village yang
merupakan langkah adopsi dari pengimplementasian Teknologi Smart City, ada 4 permasalahan
utama, yaitu : Sumber Daya Manusia (SDM), Aplikasi, dan regulasi. Untuk itu dilakukan penilaian
terhadap Pemerintahan Desa terkait dengan 4 bidang tersebut. Dengan pemanfaatan teknologi Smart
Government dan dengan memperbaiki tingkat kesiapan pemerintah desa dalam adopsi Smart
Government akan mengoptimalkan implementasi Smart Government.

Keywords : Smart Government, Pemerintahan Desa, Smart Village



Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai unit terkecil dalam tata kelola pemerintahan, merupakan komponen penng
dalam menggerakan masyarakat Indonesia. Jika proses pembangunan nasional yang
dijalankan cenderung bias kota, maka permasalahan sosial dan polik seper tentang
meningkatnya urbanisasi akan terjadi. Pada tahun 2016, sekitar 52% dari total populasi
penduduk Indonesia tinggal di kota. Bandingkan dengan data tahun 2010 di mana hanya
49,79% penduduk yang nggal di kota dan 50,21% nggal di desa (BPS, 2011). Meningkatnya
arus urbanisasi ini, salah satu alasan utamanya adalah karena desa dinilai tidak memberi
sumber kehidupan yang layak, sehingga penduduk memutuskan untuk mengadu nasib ke
kota. Membangun Indonesia dari pinggiran merupakan prioritas utama pemerintah sampai
saat ini. Langkah itu untuk memangkas kempangan antara desa dengan kota. Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan mengacu pada Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2015, mempunyai tugas untuk menjalankan pembangunan desa dan kawasan
perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal,
dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Tujuannya, tidak lain adalah untuk menciptakan “keadilan sosial bagi seluruh masyarakat
Indonesia” sebagai yang tercantum dalam dasar negara kita yaitu Pancasila.

Untuk menjawab tantangan di atas, pemerintah telah mengeluarkan berbagai upaya, salah
satunya melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejak pertama kali UU Desa
diimplementasikan, berbagai perubahan sosial dan politik terjadi di desa. Pertumbuhan
ekonomi desa meningkat mencapai 12% pada tahun 2016, melebihi pertumbuhan ekonomi
nasional yang hanya 5%. Jumlah desa ternggal mengalami penurunan dari 45% menjadi 32%
dari total seluruh desa. Sementara desa yang mengalami perkembangan meningkat, dari 30%
menuju 45% (World Bank, 2017).

1.1. Permasalahan
Kalau kita lihat permasalahan yang ada dalam pengimplementasian Smart Government
dalam rangka pemanfaatan Teknologi Smart Village yang merupakan langkah adopsi dari
pengimplementasian Teknologi Smart City, ada 4 permasalahan utama, yaitu : Sumber Daya
Manusia (SDM), Aplikasi, dan regulasi. Kalau kita lihat secara detail, maka permasalahan
tersebut adalah :

1.1.1 Sumber Daya Manusia
Dalam melakukan pengelolaan sebuah aplikasi IT dibutuhkan keterampilan namun, dengan
sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah sekarang hal itu sangat kurang disertai dengan
adanya beberapa orang di pemerintahan yang menolak penggunaan sistem baru tersebut
(Smart-Goverment) sehingga penerapannya akan terhambat. Dalam mengembangkan
sistem ini diperlukan banyak persiapan dan faktor sumber daya manusia menjadi salah
satu faktor utama jika sistem ini berhasil. Kesiapan dari segi manusiasangatlahdibutuhkan.
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Gambar 1.1 Diagram Ishikawa

1.2.2 Aplikasi

Sulitnya Penerapan
Smart Government

Aplikasi yang telah dikembangkan untuk mendukung “Smart-Government” memang telah

banyak tersedia namun, dalam pengembangannya banyak aplikasi yang dikembangkan

tanpa melihat urgensi dari aplikasi tersebut. Jumlah aplikasi yang terlampau banyak juga

menjadi faktor karena akan timbul kebingungan karena terlalu banyak aplikasi dengan

fungsi yang harusnya dapat digabungkan. Pemanfaatan dari aplikasi tersebut juga kurang

maksimal karena ketidaktahuan dalam mengoperasikannya.

1.2.3 Regulasi

Regulasi menjadi faktor penting dalam penerapan E-Government hal ini menjadi salah satu

faktor kegagalan karena, seperti yang kita ketahui banyaknya regulasi dari pemerintah pusat

dan daerah yang tidak selaras menyebabkan sistem baru ini sulit di implementasikan

terutama karena ketentuan e-government sendiri sangat umum pendefinisiannya pada

Inpres no 3 tahun 2003 tersebut. Komitmen yang kurang juga dari pemerintah dapat dilihat

dengan banyaknya anggaran yang disalahgunakan oleh para pejabat.

1.2.4 Infrastruktur

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan keaadan alam yang sangat berbeda.

Infrastuktur untuk tiap tempat juga sangat berbeda sehingga jika ingin dilakukan sebuah
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1.3

1.4

1.5

penerapan sistem secara terpusat dan menyeluruh sangat susah seperti di Jakarta dan
Papua misalnya keadaan infrastruktur sangatlah berbeda sehingga banyaknya ketimpangan
antara daerah yang maju dan tertinggal. Ketimpangan ini menyebabkan kesulitan dalam
membuat sebuah sistem terpusat.

Tujuan
1. Pada penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kesiapan Pemerintahan Desa

Mekarbuana Kabupaten Karawang dalam menerapkan “Smart Government”.
2. Mengarahkan  stakeholder vyang terkait di Desa Mekar Buana Karawang agar

implementasi “Smart Government” sesuai dengan yang diharapkan.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Agar Pemerintahan Desa bisa mempersiapkan diri dalam 4 aspek yang disebutkan dalam
permasalahan bagian 1.1 untuk memastikan implementasi “Smart Government” yang
merupakan dari implementasi “Smart Village” bisa berjalan dengan baik.

2. 4 aspek permasalahan (SDM, Aplikasi, Regulasi, dan Infrastruktur) bisa dibahas lebih detil
untuk memastikan tidak ada permasalahan dalam implementasi “Smart Government”

Hasil yang diharapkan

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan Pemerintahan Desa juga dapat
mengimplementasikan beberapa aspek teknologi “Smart City” yang disesuaikan menjadi
teknologi  “Smart  Village”, khususnya implementasi “Smart  Government”.
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2.1

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Devinisi Smart Village

Smart Village (Desa Cerdas) didefinisikan sebagai daerah dan masyarakat pedesaan
yang dibangun di atas kekuatan dan aset mereka sendiri serta pada saat yang sama
terdapat usaha untuk mengembangkan peluang baru di mana jaringan baik
tradisional maupun baru dan pelayananan ditingkatkan melalui teknologi digital,
telekomunikasi, inovasi dan penggunaan pengetahuan yang lebih baik (European
Network for Rural Development, 2018).

Smart Government

Smart Government (Pemerintahan Cerdas) menyangkut salah satu unsur terpenting
dalam perkotaan yaitu Badan / Instansi Pemerintahan yang dikembangkan
berdasarkan fungsi Teknologi Informasi agar dapat diakses oleh yang berkepentingan
secara efektif dan efisien. Sama seperti fungsi dasar dari pemerintahan vyaitu
mengelola semua aspek informasi data yang berkaitan dengan perkotaan termasuk
didalamnya ada masyarakat, infrastruktur , jaringan, sumberdaya, kebijakan |,
perekonomian , dan lingkungan. dalam kaitannya dengan konsep smart government
semua informasi data yang diatas dikonversikan dalam bentuk digital agar dapat di
simpan dalam suatu '"database" yang nantinya dapat diakses oleh yang
berkepentingan melalui jaringan online dimana saja dan kapan saja.

COBIT 5 Capability Model

COBIT 5 merupakan capability model framework, tingkat kapabilitas diukur dengan
menggunakan Base practice, Work product dan Process attribute. Proses atribut yang
digunakan dalam mengukur tingkat pencapaian proses berbeda-beda disetiap
tingkatnya. Yang terdiri atas 5 level.

Tabel 1. Proses Atribut COBIT 5

Process Capacity Level and Process
Attribute ID Attributs

Level O : Incomplete process
Level 1 : Performed process

PA1.1 Process performance
Level 2 : Managed process
PA 2.1 Performance management
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2.2

PA 2.2 Work product management
Level 3 : Established process

PA3.1 Process definition
PA 3.2 Process deployment

Level 4 : Predictable process
PA4.1 Process measurement
PA 4.2 Process control

Level 5 : Optimizing process
PAS5.1 Process Innovation
PA 5.2 Process Optimization

Smart Village

Smart village merupakan konsep yang diadopsi atau konsep turunan dari smart city.
Perbedaanya hanya terletak pada lokasi penerapannya. Jika smart city diimpelmentasikan
di level kota, maka smart village diimpelemnetasikan di level desa. Smart city sendiri
dimaknai sebagai sebuah kota cerdas. Smart City adalah pengembangan konsep,
implementasi, dan implementasi teknologi yang diterapkan pada suatu daerah (terutama
perkotaan) sebagai interaksi kompleks antara berbagai sistem yang ada di dalamnya
(Pratt, 2014: 94).

Mengadopsi dari sistem smart city maka smart village pada mulanya juga memiliki tujuan
yang sama. Yakni memberikan tawaran solusi pada masalah pedesaan, Seperti misalnya
masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, keterlebelakangan teknologi, kekurangan
informasi, dan masalah lainnya khas kawasan rural. Berbagai akademisi mencoba
mendefinisikan smart village,diantaranya definisi dari Europian Network for Rural
Development: Smart villages are rural areas and communities which build on their
existing strengths and assets as well as new opportunities to develop added value and
where traditional and new networks are enhanced by means of digital communications
technologies, innovations and the better use of knowledge for the benefit of inhabitants.
Penerapan smart city dalam konteks Indonesia setidaknya didukung oleh 3 (tiga) elemen
utama, vyaitu kapasitas kelembagaan pemerintah, sumber daya manusia serta
infrastruktur teknologi (Prakoso, 2018; Utomo & Hariadi, 2016). Perkembangan teknologi
informasi dalam konteks pemerintahan dimulai sejak diberlakukannya Instruksi Presiden
Nomor 3 Tahun 2003 yang menjadi pintu gerbang penerapan electronic government dan
menjadi manifestasi akan komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan
dengan berbasis kepada pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi (Dengen & Hatta,
2009; Hasibuan, 2007; Yunita & Aprianto, 2018). Pemanfaatan teknologi informasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan banyak mengalami perkembangan. Teknologi informasi
tidak hanya digunakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tetapi juga
dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat berbasis elektronik (Fahlefi,
2014; Holle, 2011; Nugraha, 2018) yang diterapkan mulai dari pemerintah pusat sampai
dengan pemerintah daerah (Pratama, Hakim, & Shobaruddin, 2015).
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Bab III Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Metode pelaksanaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

7 N
Persiapan Penelitian

Latar Belakang dan

A 4

Tujuan dan Ruang

! \
' |
! |
[ Perumusan Masalah I
' |
' |
' |
' |

+ Studi Literatur

Lingkup

A 4

Pengumpulan Data

A 4

Analisis Konsep Smart
Village

A 4

Penyusunan Konsep

Smart Government

Berdasarkan konsep
Smart Village

!

Kesimpulan dan Saran

Gambar 3.1 Metode Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan tahapan kerangka

pemikiran sebagaiberikut:

a. Tahap awal adalah memahami latar belakang dari desa saat ini termasuk
perkembangan desa setelah terbitnya Undang-Undang desa, kemudian

dari latar belakang tersebut peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang
13



timbul di desa di tinjau dari berbagai aspek, baik dari aspek
bisnis/ekonomi, aspek teknologi maupun aspek insfraktruktur.

b. Tahap berikutnya adalah tahap menentukan tujuan dan ruang lingkup,
dimana tujuan penelitian mengenai Smart Village mengacu pada manfaat dari
penelitian tersebut dan ruang lingkupnya yang mencakup batasan area
vang akan di teliti baik berdasarkan lokasi.

c. Tahapan selanjutnya adalah pengumpulan data langsung ke desa
Mekarbuana Kabupaten Karawang.

d. Analisa konsep Smart Government menggunakan konsep Smart Village.

e. Penyusunan Konsep Smart Government menggunakan konsep Smart

Village.

3.2 Langkah-Langkah Penelitian

Penyusunan desain Smart Government ini menggunakan konsep Smart Village,
dimana terlebih dahulu dilakukan identifikasi karakteristik sebuah desa yang di
kaitkan dengan prinsip dari Smart Village dan karakteristik dari Smart Village.

Adapun tahapan penelitian seperti gambar 3.2 :

s
1. Pengambilan data langsung ke Desa Mekarbuana Kab.
Karawang.
2. Pengambilan data melalui wawancara dan kuisioner
- J
( 1\
Smart City sebagai Konsep Rujukan
(. J
4 )
Fase Pengembangan Konsep Smart Village
g J
4 N\
Pengembangan Konsep Smart Government berdasarkan Konsep
Smart Village
& ﬂ J
e N
Pengukuran Tingkat Kesiapan Pemerintahan Desa dalam Penerapan
Konsep Smart Government
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IV. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Proses Implementasi Smart Government berdasarkan Konsep  Smart Village di Desa
Mekarbuana Kabupaten Karawang dapat kita gambarkan sebagai pengembangan konsep dalam
waktu 4 tahap sebagai berikut berikut :

*Set Up Informasi *Membuat Layanan *Layanan Smart *Layanan Smart *Service-oriented
Smart Government Jaringan Smart Government bisa Government dibuat Smart government
secara fundamental Government diakses secara digital proaktif, dengan program

tersegmentasi, terus- secara digital
menerus, dan
mendasar

Gambar 4.1 Implementasi Konsep Smart Government di Desa Mekarbuana Kabupaten
Karawang Jawa Barat

4.2 Pembahasan

Dalam Proses implementasi Smart Government di Desa Mekarbuana Kabupaten
Karawang, ada 5 Fase yang dilakukan, yaitu :

4.2.1 Fase SetUp Informasi Smart Government secara fundamental. Langkah-langkah
yang dilakukan adalah :
e Pengukuran Tingkat Kesiapan Pemerintahan Desa
e Adopsi layanan Smart Government dan Setup Infrastruktur Jaringan
(Networking)
4.2.2 Fase Membuat Layanan Jaringan Smart Government. Langkah yang dilakukan
adalah Pengimplementasian e-Document di Desa Mekarbuana.
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4.2.3 Fase Layanan Smart Government bisa diakses secara digital. Langkah yang

dilakukan adalah install sistem Smart Government berbasiskan Mobile/Gadget

4.2.4 Fase Layanan Smart Government dibuat proaktif, tersegmentasi, terus-menerus

dan Mendasar. Langkah yang dilakukan adalah membuat Open Data.

4.2.5 Fase Service Oriented Smart Government dengan program secara digital. Langkah

yang dilakukan adalah menciptakan layanan yang nyaman dan mengimplementasi

pemerintah desa yang transparan dengan melaksanakan pengembangan layanan

satu pintu serta menciptakan lingkungan kolaboratif yang melibatkan partisipasi

masyarakat dan informasi yang transparant.

Indeks SID 0.69
Domain Indeks
Kebijakan 0.65
Tata Kelola 0.57
Layanan 0.76

Gambar 4.2 Indeks Sistem Informasi

Indeks SID

Dari sisi pembahasan Kebijakan total nilai indeks yang didapat adalah 0.65 sedangkan dari sisi tata
Kelola mendapatkan total nilai indeks, 0.57. Sisi layanan mendapatkan total nilai 0.76. Kalau dilihat

dalam bentuk matriks akan terlihat seperti gambar :

Indeks SID

Kebijakan
0,80

Layanan

Tata Kelola

Gambar 4.3 Grafik Indeks Sistem Informasi Desa
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Indeks Domain Kebijakan 0.65
Aspek Indeks

Kebijakan Tata Kelola 0.43

Kebijakan Layanan 0.80

Gambar 4.4 Grafik Indeks Sistem Informasi Desa

Indeks Domain Kebijakan terkait dengan aspek Kebijakan Tata Kelola mendapat total nilai indeks

0.43. Dari aspek Kebijakan Layanan 0.80. Dari bentuk grafik akan terlihat seperti gambar di bawah ini :

Kebijakan Tata

Kelola
0.80

0.60
0.40
0.20

Kebijakan

Indeks, KebTigakan

Gambar 4.5 Indeks Kebijakan

Indeks Domain Kebijakan 0.65
Indikator Indeks

Tim Pengarah -

Proses Bisnis 1.00
Rencana Induk -
Anggaran 1.00
Pusat Data -
Integrasi Aplikasi 1.00
Aplikasi Umum -

Naskah Dinas

17



Indeks Domain Kebijakan 0.65
1.00
Kepegawaian 1.00
Penganggaran 2.00
Keuangan 1.00
Akuntabilitas Kinerja -
Pengadaan -
Pengaduan Publik 1.00
JDIH -
WBS -
Pelayanan Publik 2.00

Gambar 4.6 Indeks Domain Kebijakan

Indeks Domain Kebijakan terkait dengan Tim Pengarah, Pusat Data, aplikasi umum, Akuntabilitas
Kinerja, Pengadaan, JDIH, WBS, memiliki nilai indeks 0. Sedangkan Proses Bisnis, Anggaran, Integrasi
Aplikasi, Naskah Dinas, Kepegawaian Keuangan, Pengaduan Publik dengan nilai indeks
1.Penganggaran, Pelayanan Publik mendapat nilai indeks 2. Kalau dilihat dari sisi grafik akan terlihat
seperti gambar dibawah ini.

Indeks Kebijakan

Tim Pengarah

Pelayanan Publile.00 Proses Bisnis
WBS Rencana Induk
JDIH Anggaran
Pengaduan Publik ——_ — Pusat Data

Pengadaan Integrasi Aplikasi

Akuntabilitas.. Aplikasi Umum

Keuangan Naskah Dinas
Penganggaran Kepegawaian

Gambar 4.7 Domain Kebijakan
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Indeks Domain Tata Kelola 0.57
Aspek Indeks

Kelembagaan 1.00

Strategi dan Perencanaan 0.50

TIK 0.33

Gambar 4.8 Kebijakan Indeks Domain Tatakelola

Indeks Domain Tata Kelola untuk aspek kelembagaan mendapat nilai indeks 1, strategi dan
perencanaan mendapat nilai indeks 0.5, dan aspek TIK mendapat nilai indeks 0.33 dan dilihat dari
grafik akan kelihatan seperti gambar dibawah ini :

Indeks Tata Kelola

Kelembagaan
1.00

0.80
0.60
0.40
0.2

Strategi dan

TIK
Perencanaan

Gambar 4.9 Indeks Tata Kelola

Indeks Domain Tata Kelola 0.57

Indikator Indeks
Tim Pengarah 1.00
Proses Bisnis 1.00

Rencana Induk -

Anggaran 1.00

Pusat Data -
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Integrasi Aplikasi -
Gambar 4.10 Indeks Domain Tatakelola

Aplikasi Umum 1.00

Indeks Domain Tatakelola indikator Tim Pengarah, Proses Bisnis, Anggaran, Aplikasi Umum dengan
indeks 1, dan untuk Rencana Induk, Pusat Data, Integrasi Aplikasi dengan nilai indeks 0. Dan kalua
digambarkan dalam bentuk grafis untuk Domain Tatakelola akan terlihat seperti grafik dibawah ini.

Indeks Tata Kelola

Tim Pengarah

Aplikasi Umum Proses Bisnis

Integrasi Aplikasi — N " Rencana Induk

Pusat Data Anggaran

Gambar 4.11 Indeks Tatakelola

Indeks Domain Layanan 0.76
Aspek Indeks

Layanan Adpem 0.71

Layanan Publik 0.83

Gambar 4.12 Indeks Domain Layanan

Indeks Domain layanan untuk aspek layanan administrasi pemerintahan mendapat nilai indeks 0.71.
Untuk aspek layanan publik mendapat nilai indeks 0.83



Indeks Layanan

Layanan Adpem
0.85

0.80
0.75
0.70

0.65

Layanan Publik

Gambar 4.13 Indeks Layanan

Indeks Domain Layanan 0.76
Indikator Indeks
Naskah Dinas 1.00
Kepegawaian 1.00
Perencanaan 1.00
Penganggaran 1.00
Keuangan 1.00

Akuntabilitas Kinerja -

Pengadaan -
Pengaduan Publik 2.00
JDIH -
WBS -
Pelayanan Publik 1 2.00
Pelayanan Publik 2 1.00

Pelayanan Publik 3 -

Gambar 4.14 Indeks Domain Layanan




Indeks domain layanan untuk indikator naskah dinas, kepegawaian, perencanaan, penganggaran,
keuangan, akuntabilitas, pengadaan, pengadaan publik, JDIH, WBS, Pelayanan publik 1, Pelayanan
Publik 2, Pelayanan Publik 3.

Bila dilihat dalam bentuk grafik akan terlihat seperti gambar dibawah ini.

Indeks Layanan

Naskah Dinas

Pela\franan...z'00 Kepegawaian
1.50
Pelayanan... Perencanaan
1.00
Pelayanan.= - Penganggaran
WBS Keuangan

JDIH Akuntabilitas...

Pengaduan Publik Pengadaan

Gambar 4.15 Indeks Layanan

Bila dilihat dari keseluruhan domain yang dinilai tingkat kematangan masing-masing berada ditingkat
rata-rata 1 atau bahkan nol, hanya beberapa aspek pada beberapa domain yang tingkat
kematangannya 2. Artinya bahwa secara keseluruhan tingkat kematangan Pemerintah Desa
Tegalwaru Kabupaten Karawang masih dalam tahap yang kurang (dibawah 1, 1 dan paling tinggi
indeksnya hanya 2).

Dilihat dari skala indeks domain-domain tersebut tingkat kesiapan pemerintah desa Mekar Buana
dalam pengimplementasian Smart Village masih dalam posisi rendah. Artinya bahkan masih ada
domain yang nilainya 0. Sehingga perlu ada usaha untuk meningkatkan indeksnya. Agar proses
implementasi Smart Village bisa berjalan dengan baik. Untuk proses peningkatan Indeks Kematangan
itu 5 hal point penting yang perlu ditingkatkan adalah sisi SDM, Aplikasi, Regulasi, dan Infrastruktur,
prosedur di pemerintahan desa.

4.3 Solusi

Berdasarkan 5 Faktor penting itu yang perlu diperhatikan adalah aspek SDM, Regulasi, Infrastruktur
dan Prosedur yang jelas. Dalam aspek SDM kita perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas melalui
proses training. Untuk peningkatan dari sisi aplikasi dan infrastruktur terdapat beberapa hal yang
perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dicapai dengan pengembangan sistem informasi desa yang juga
memerlukan kerjasama dengan penyedia layanan infrastruktur khususnya jaringan. Sistem informasi
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sebaiknya melihat dari kebutuhan SDM dan proses bisnis yang telah diperbaiki. Untuk mendukung
terbentuknya ekosistem digital maka dibutuhkan regulasi yang dapat menghubungkan antara instansi
desa dan dengan pemerintah serta industri. Demi terjalinnya hubungan pihak-pihak tersebut dengan
baik maka perlu juga dirumuskan prosedur pelaksanaan dan evaluasi yang dapat meningkatkan
keberlanjutan proses implementasi smart village.
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5.1

5.2

Bab V Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan
Dari proses penilaian tingkat kematangan Pemerintahan Desa Mekarwangi dalam proses

implementasi Smart Village ini, didapatkan kondisi nilai index yang rendah. Sehingga
perlu proses atau kegiatan yang ditujukan untuk meing adalah dengan melakukan proses
penentuan tingkat kesiapan pemerintahan Desa Mekarbuana Kabupaten Karawang ini

menjadi lebih baik dalam proses implementasi Smart Government.

Saran
Sebaiknya hasil dari penelitian ini bisa diadopsi oleh Desa lainnya agar proses

implementasi Smart Government menjadi lebih baik dan terarah.
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